PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR : 21 TAHUN 2023 


TENTANG 
PEMBENTUKAN KADER DESA SIAGA DAN KADER PRILAKU HIDUP BERSIH 
DAN SEHAT (PHBS) DESA BAJERA 


PERBEKEL DESA BAJERA 


Menimbang : aa. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat 
sehat yang siaga terhadap permasalahan 
Kesehatan di wilayah Desa, 


b. bahwa untuk keberhasilan dan kelancaran 
dalam upaya-upaya tersebut diatas perlu kami 
membentuk Kader Desa Siaga, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b perlu 
menetapkan Keputusan Perbekel. 


Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 
ayat 1, 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 
wadah Penyakit 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak, 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844 ) 

5. Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 
004/Menkes/SK/1/2003 tentang Kebijakan dan 
Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan, 


10. 


11. 


12. 


12. 


14. 


16. 


17. 


Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 
564/Menkes/SK/VII/2006 Tentang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa Siaga. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495), 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksnaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694), 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 1295), 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 
2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan 
di Desa, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2094), 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Alokasi Dana Desa , Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Restribusi Daerah : 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 
12 ), 


Menetapkan 


KESATU 


18. 


19. 


2. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 
73): 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi 
Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87 ), 
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan 
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 
23), 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2022 Nomor 100 ), 

Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
(Lembaran Desa Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 
Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 
Nomor 02), 

Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDes) (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 
07), 

Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa 
Tahun 2022 Nomor 09), 


MEMUTUSKAN 


Pembentukan Kader Desa Siaga & Kader PHBS Desa 
Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. 


Susunan Kader Desa Siaga & Kader PHBS Desa 
Bajera terdiri dari : 


Ketua : NI WAYAN SUPARMIATI 


Sekretaris : NI LUH GEDE URMAYENI MANIK 


Bendahara : KADEK SRI MAHENDRA DEWI 


Anggota : NI MADE PUTRI LESTARI DEWI 


NI WAYAN SENIASIH 
DIAH KURNIAWATI 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


Kader Desa Siaga & Kader PHBS Desa Bajera 
mempunyai tugas : 
a. Berperan aktif dalam pengembangan dan 
Penyelenggaraan Poskesdes 
b. Menggerakkan masyarakat untuk mengelola, 
menyelenggarakan penyuluhan Kesehatan 
dalam mendukung kegiatan Poskesdes. 


Segala biaya yang timbul disebabkan akibat kegiatan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 

Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
Camat Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 


1. 


2. 
3. 
4 


Arsip. 


